
Indonesia Tahun ~004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Nomor 1 Tahun 2004 
Negara (Lembaran Negara 

3. Undang-Undang 
Perbendaharaan 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

, Nomor 4286); 

1. .Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 
1092); 

. bahwa untuk melaksanakan pasal 55 ayat (3) Peraturan 
Bupati Tapanuli Tengah tentang Susunan Nomenklatur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah, dipandang perlu · menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Tapanuli Tengah. 

BUPATITAPANULITENGAH, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN .BUPATI TAPANULl TENGAH 
NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG· 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

D!NAS PENGENDALIAN PENDlJDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATENTAPANULITENGAH 

BERlTA DAERAH 
KABUPATENTAPANULITENGAH 

- .. ,. 
'j' .. : 1i f 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Togas· Pembantuan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

\, . 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan . Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

'Republik Indonesia Nomor 5589}; 
7. · Undang-Undang Nomor 30 Tahun · 2014 · tentang 

Administrasi Pemeri.ntahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

( 
\ 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

. . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara · Republik · Indonesia Nomor 
5238); 

4. Undang-Undang Nomor 33 · Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara , Pemerintah Pusat · dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

' . r 
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12. Peraturan . Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Kepala Badan Kepend.udukan dan Keluarga 
Berencana nasional Nomor 163 tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, 
Kabupaten/Kota; 

16. 'Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 · 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten ·Tapanuli Tengah; 

17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan . Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2.005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573); 

3 
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. . . . 
·Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
2. . Pemeriritahan Daerah adal.ah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan · tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan 

· .. prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
5. Sekretaris, Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 

yang selanjutnya disebut Sekdakab; 
·6. Dinas Pengendalian Penduduk den Keluarga Berencana adalah Perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pengendalian 
Pendudukdan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 

7. · · Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
c·-- Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 1 

8. Sekretaris-adalah · Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 

. 9. Kepala Bidan¢ ~d.alah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 

10 .. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 

11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah; 

• ~J 

12. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Organisasi Negara. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK 

DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 

.MEMUTUSKAN 

. I 
·I 

' . I I 
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[ 1] Secara hirarki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
terdiri dari Kepala Dinas, .Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 
dan Kepala Seksi dibantu oleh kelompok .. Jabatan Fungsional. 

. Bagian Kcdua . 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

ct pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, mempunyai fungsi : 
a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan terhadap 

I pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
b. menyelertggarf11<:an upaya-upaya pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 
c. melakukan evaluasi atas hasil penyelenggaraan upaya pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 
. ~ ', 

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
. ! 

Pasal 4 

; 

perencanaan, pelaksanaan, evalu.asi dan pengendalian. 

i 
rnenyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Pengendalian 
Penduduk dan .. Keluarga Berencana yang meliputi perumusan kebijakan ~eknis, 

Dinas ·Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

' \ 
. --~-- Pasal 3 

( 1) · Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Tipe A 
yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas ·. yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab 
kep.ada Bupati melalui Sekretaris Daerah . 

. (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
· Tapanuli Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas . 

BAB II 
ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA 

BEREN CANA 
~agian Pertama 

KEDUDUKAN TlJGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 2 

5 
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Berencana. 

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari: 
. 1. Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera; . . 

· 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, anak dan lanjut usia; 

3. Seksi Bina Ketah.anan Remaja. 
f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari : 

· 1. Seksi Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian 

Penduduk; 
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; 
3. Seksi Data dan Informasi. 

g. Unit Pelaksana Teknis 
· · h. Kelompok Jahatan Fungsional. 

. d .. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : 
1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; 
2. Seksi .Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 

.3. ·,• Beksi pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga 
I 

\ . .-· 

Pedesaan, 
: ( 

Seksi Advokasi dan Penggerakan; 
Seksi Pendayagun.aan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat '., 

2. 
3. 

[2] Susunan Organisasi Dinas Pen.gendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretaris, terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Tata Usaha; 
3. Subbagian Keuangan dan Sarana .. 

c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari: 
· 1. Seksi Penyuluh Komunikasi Imformasi dan Edukasi; 

I .... 
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Berencana; 

· h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan krateria dibidang 
pengendalian, kualitas penduduk, keluarga berencana, · ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga; 

i. pelaksanaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pengendalian 
. ;; . . 

kualitas penduduk . 
J. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 

f. 

dan keluarga Berencana; . · 
mengoreksi dan menandatangani sura.t - surat serta memaraf surat - 

. . 
surat untuk ditandatangani Bupati; 

merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah - 
. masalah pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga . . 

g. 

. Bagian, }3i~ang dan Seksi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk 
t··i 

e. 

I 

Berencana sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; 
c. Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya; 
d. . Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; . 
. mengendalikan dan· mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris, Sub 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam ·Pasal 
6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. memimpin dan . mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan keluarga Berencana; 
b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 

pelaksanaan tugas pada · Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Pasal '7 

Kepala · Dinas mempunyai Tugas .Pokok membantu Bupati Tapanuli Tengah 
dalam penyelenggaan dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga 
Berencana. 

Pasal 6 

Bagian Pertama 
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

BAB III 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
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dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

c. mengarsipkan dan · memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
.\ . .. . 

· bentuk se~pai dengan keperluannya; 

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 
. ~- -, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas 
Sekretaris; 

b. . . menyusun langkah ~ . langkah kerja I kegiatan Sekretariat sesuai 
' . 

· (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

): - 

unsur Staf -yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam m~mberikan 
pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan kepada seluruh satuan 

· · organisasi dalarn lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga 
Berencana. :, . .. _, 

Sekretariat. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah 
•· r • 

.( 1) 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
SEKRE'tARIS 

m. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat 
kontra.sepsi; 

n. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan dan 
peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan 
pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sehubun~an dengan 
kebijakan penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan 
keluarga Berencana; 

· p. . Pembinaan Kelompok jabatan Fungsional; 

1. · melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati. 

berencana; 

k. pelaksanaan advokasi, komunikasi, imformasi dan eduka.si pengendalian 

kuantitas penduduk dan keluarga berencana; 
L pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga 

berencana/ petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga 

8 
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Perericanaan; 
c .. menyusun langkah - . langkah kerja I kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 
d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbag.ai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; . 
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; 

f. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Perencanaan sesuai dengan 
pedoman ke:rja; 

(1). Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah: 
a. membantu Sekretaris dalam pelayanan teknis administratif kepada 

satuan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana bidang perencanaan; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub 

Pasal 10 

a. Sub Bagian Perencanaan; 
. b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Sub bagian Keuangan dan Sarana 

Sekretariat, terdiri dari : ,. 

Pasal 9 . ~{ 

d. mengkoordina.sikan · pelaksanaan tugas Sekretaris dengan Bidang­ 
bidang lainnya; 

e. · mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sekretaria.t serta rneneruskan 

proses surat menyurat kepada KepalaDinas; 
· f. mengelola pelak.sanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta 

\ 

rumah tangga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

g.. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 

h. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 
i. penyelenggaraan · urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, 

verifikasi, ganti rugi, tindaklanjut laporan basil pemeriksaan dan 

pengelolaan sarana;. 
k. . melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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mendistribusikan surat-surat dinas serta penataan arsip; 
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tata usaha; 
· 1. · menyelenggarakan penerimaan surat-surat dinas, surat masuk, 

mencatat dalam lembar disposisi dan mendistribusikannya; 
J. menerima, mengagendakan, mengekspedisi dan mengirirn surat-surat 

' ' 

ke instansi terkait ; 
k. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta 

informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha; 

tugas, mencatat, 
menstempel · dan 

mernbantu rn.emberi petunjuk pelaksanaan 
menornori surat masuk · dan keluar, 

g. 

perencanaan; 
k. melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat 

menyurat yang dikeluarkan Dinas · Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana; 

1. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
berhubungan dengan tugas Perencanaan; 

m. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Sekretaris. 
(2) UraianTugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah: 

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas bidang tata usaha; 
· b. · menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 

.. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan · pedoman pelaksanaan tugas Sub 
Bagian Tata U saha; 

c. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 
sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkart; 

d. · mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. · mengkoordinaaikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha 
dengan Sub Bagian lainnya; 

f. menerima petunjuk sesuai dengan disposisi atasan; 

,,,. .. , ..... 

g. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran 
dilingkungan Dinas Pengendalian. Penduduk dan Keluarga Berencana; 

h. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris; 
1. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 

serta mempersiapkan saran pertirnbangan pemecahan masalah 
kepada Sekretaris; 

J. memberikan pelayanan teknis administrasi umum dibidang 
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kepada Sekretaris; 

n. menerusf~ proses administrasi · surat kepada Sekretaris; 

o. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Sekretaris. 

j. memelihara Aset perlengkapan rumah tangga Dinas; 

k. · mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta 

informas~ yang berhubungan dengan bidang Keuangan dan Sarana; 
1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Keuangan dan 

Sarana sesuai dengan pedoman kerja; 
m. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
... 

,... .. ~,-~ 

1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Tata Usaha sesuai 

dengan pedoman kerja; 
m. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

· mempersiapkan . saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 

Kepala Sekretaris; 
o. :rneneruskan proses administrasi surat kepada Sekretaris; 
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 

(3) Uraian Togas Kepala Sub bagian Keuangan dart Sarana adalah: 
a. · · membantu ekretaris · dalam melaksanakan tugas Bidang Keuangan 

dan Sarana; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 

Petunjuk Pelaksanaari dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub 
Bagian Keuangan dan Sarana; 

c .. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Sub Bagian Keuangan 
dan Sarana sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk 1sesuai dengan keperluannya; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan 
Saranadengan Sub Bagian lainnya; , 

f. rnenerima petunjuk sesuai dengan disposisi atasan; 
g. mengumpulkan · bahan dan mempersiapkan penyusunan RKA dan 

DPA;; 

h. menginyentarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan 
dengan .Keuangan dan Sarana; 

i. melaksanalan urusan penggajian ASN / PNS dilingkungan Dinas 
· · Pengendalian Penduduk; . \ . 
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· h. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Bidang Penyuluhan dan 
Penggerak~ sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

g. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - u.ndangan, 
?etunjuk Pelaksanaan .dan Petunjuk Teknis ·serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang 
Penyuluhan dan Penggerakan; 

.f, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, 
. advokasi dan Penggerakan · dibidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana. 

i·, 
berencana; 

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi 
) 

dan · Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga 
.,...-·- 

r 

. . 

. d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); 

c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

berencana; 

I 

b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi 
dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga 

! 

. . 
( l) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan adalah unsur teknis yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu . . 
· Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan dan 

Penggerakan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakari menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi 

dan Penggerakan dibid.ang pengendalian penduduk d.an: keluarga 
berencana; 

i 

Bagian Ketiga 
KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN 

Pasal 11 

12 
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ditetapkan; 

. 
a. mem.bantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam 

melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan Komunikasi Informasi dan 
r=> Ed ukasi; 

b. rnenyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan krateria serta 

\ 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Komunikasi 
Informasi dan Edukasi; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 

. lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi ; 

c. menyusun langkah .,.. langkah kerja / kegiatan Seksi Penyuluhan 
Kornunikasi lnformasi dan Edukasi sesuai dengan rencana kerja yang 

i 

( 1} Uraian Tugas Kepala Seksi Penyuluhan Komunikasi Informasi dan 
Edukasi adalah : 

Pasal 13 

a. Seksi Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi; 
· b. .· Seksi Advikasi dan Penggerakan; 

c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas 
· lapangan Keluarga Berencana dan Institusi masyarakat Pedesaan. 

Bidang.Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari: 

Pasal 12 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

k. menghimpun pennasalahan pelaksanaan · tugas serta mempersiapkan 

'saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dina.s; 

r 

j. mengarahkan · pelaksanaan tugas Staf Bidang Penyuluhan dan 
Penggerakan serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala 

Dinas; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan 

Penggerakan dengan Bidang - bidang lain dan Sekretariat; 

13 



Penggerakan sesuai dengan pedoman kerja; 
h. · menghimpun dan mempelajari perinasalahan pelaksanaan tugas 

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; 

i. rnelaksanakan tugas .- tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
Penyuluhan dan Penggerakan. 

g. 

keperluannya; 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan 
Penggerakan dengan Seksi lainnya.; 
rnengarahkan pelaksanaan tu gas Staf Seksi Advokasi dan 

f. 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi 

Penyuluhan Komunik;asi Informasi dan Edukasi dalam. berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Komunikasi 

lnformasi dan Edukasi -dengan Seksi lainnya; 

f. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Penyuluhan Komunikasi 
Informasi dan Edukasi sesuai dengan pedom.an kerja; 

1. · menghimpun dan mempelajari · permasalahan pelaksana.an tugas 
serta mempersiapkan saran perti.mbangan pemecahan masalah 

· kepada Kepala Bidang; 

J. rrielaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Penyuluhan dan Penggerakari. 
(2) Uraian Tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah : 

a. membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam 
· meJ.aksanakan tugas bidang Advokasi dan Penggerakan; 

b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 
' kebijakan teknis, norrna, standar, prosedur dan kriteria · serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksariaan advokasi dan penggerakan; 
· c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhuburigan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 

: Advokasi dan Penggerakan ; 
d. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Advokasi dan 

Penggerakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 
e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Advokasi 

dan Penggerakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

14 



lnstitusi Masyarakat Pedesaan sesuai dengan pedoman kerja; 
h. menghimpun dan ·. mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; 

1. · rnelaksanakan tugas -- tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
Penyuluhan dan Penggerakan. 

' . 
Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan sesuai dengan rencana 
kerja yang ditetapkan; , - 

e. rnengarsipkan dan .. memelihara. dokumen administrasi Seksi 
Pendayagunaan Penyuluh Keluarga .Berencana / Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakaf .Pedesaan dalam 
berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. , mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan 
Penyuluh Keluarga Berencana I Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan dengan Seksi lainnya; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Penyuluh 
.. Keluarga Berencana / Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan 

' ' J 

Peny,u~~h Keluarga Berencana / Petugas Lapangan Keluarga 

Institusi Masyarakat Pedesaan; 
c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, ~·. . 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 

Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan ; 

d. . menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pendayagunaan 
I 

· (3) Uraian Tugas Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan adalah: 

.a. · membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam 

melaksanakan tugas bidang Pendayagunaan Penyuluh Keluarga 
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi 

. Masyarakat Pedesaan; 
b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan .Pdaksa.naan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendayagunaan Penyuluh 

Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan 
. . 
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. ' 

m. menghi~pun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 
saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 

n. ·. merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang keluarga 
berencana sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

1. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

serta me:qen1skan proses surat menyurat kepada Kepala Dinas; 
1. mempersiapkan dan merumuskan program pengendalian Bidang 

Keluarga Berencana; 

j. merfgar~i~k?TI dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk s~suai dengan keperluannya; 

k. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Keluarga Berencana 
.( 

(, ........... 

.,,.- ...... ,. 

( 1) Bidang Keluarga Berencana adalah unsur Teknis yang d.ipimpi7:1 oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawa b 
langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas melaksanakan tugas di bidang Keluarga Berencana, 

. ' 

(3)' Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
· Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana; 
b.. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana; 
c. pelaksanaan peyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria 

dibidang keluarga berencana; 
d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian alat obat Kontrasepsi 
e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana 
f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana 
g. · pelak~a~ pernantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana 
h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga 

berencana 
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang keluarga dengan 

Bidang - bidang lain dan Sekretaris; ., 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA 
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' .\ 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan 
. Pendistribusian Alat Kontrasepsi dengan Seksi lainnya; . r· 

g. mengarahkan pelaksanaan tuga.s Staf Pendayagunaan Seksi 
'.. ·.~ . 

· Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai dengan 
pedoman kerja; 

h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 
serta mempersiapkan saran pertimbangan pernecahan masalah 

'\\ 

kepada Ke:phla Bidang Keluarga Berencana; · 
i. melaksanakan .. tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

. Keluarga Berencana. 
: \ 

· {1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat 
· Kontrasepsi, adalah : 

a. membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan 
tugas bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; 

b. penyiapan bah.an pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 
\ ~J 

kebijakan · teknis, · norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
·, i 

pem.antauan dan · evaluasi Pengendalian dan Pendistribusian alat 
Kontrasepsi; . : 

c. . menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - un.dangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis .serta bah.an - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi ; 

d. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pengendalian 
dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai dengan rencana kerja 
yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi 'Seksi 
,.. ~ 

Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dalam berbagai 
bentuk: sesuai dengan keperluannya; 

I •. 

Pasal 16 

Bldang Keluarga Berencana, terdiri dari : 
a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusia Alat Kontrasepsi ; 
b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; · 
c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana. 

Pasal 15 

. ·' .. 
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a.· membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalarn melaksanakan 
tugas bidang Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 

h. penyiapan . bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 

. pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan 
Keluarga Berencana; 

l 

c. · menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 
l. 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis se:rta bahan - bahan 
lainnyayang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; 

. . 

Berencana · adalah : . , I 

Keluarga Berencana. 
Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga 

. -· . . (3) 

tugas lain yang diberikan Kepala Bidang i. melaksanakan tugas 

h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 
serta .rnempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; · 

.. (2) Uraian Tugas Seksi .Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana .adalah : 
a. rnembantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan 

tugas bidang Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 
b. _penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi .Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 

c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan clan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 

d. · menyusun langkah - larigkah kerja / kegiatan Seksi Jaminan 
.· Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana kerja yang 

ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan m.emelihara dokumen administrasi Seksi Jaminan 
Pelayanan Keluarga Berencana dalam berbagai bentuk sesuai dengan 
keperluannya; 

f. meng~oordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Pelayanan 
Keluarg.~ Berencana dengan Seksi lainnya; 

g. · meng81,"ahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi ,Jaminan 
Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan pedoman kerja; 

) 
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(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur Teknis yang 
. dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. 

· (2) Kepala :B,ipang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga mempunyai tugas 
. 1f r 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan. Keluarga menyelenggarakan 
fungsi : 

· a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan · 
. kesejahteraan keluarga; 

b. pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita; 
d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan 

remaja; 

/ ...... -. 

Pasal 17 

Bagian Kelima . 
KEP.ALA BIDANG KETAHANAN DAN KE'SEJAHTERAAN KELUARGA 

'.! 

tugas lain yang diberikan Kepala Bidang i. melaksanakan · tugas 

Keluarga Berencana. 

............ 

rrienghimpun . dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 

· serta · mempersiapkan saran pertim.bangan pemeca.han masalah 
kepada Kepala Bidang; 

h. 

d. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pembinaan dan 

Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana 

ketja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi 

Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dalam 

berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. m~ngkpordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan 

Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dengan Seksi lainnya; 

·g. mengar~kan pela.ksanaan tuga.s Staf Pendayagunaan · Seksi 

Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana sesuai 

dengan .Pedoman kerja; 
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(1) Uraian TugasKepala Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan · Keluarga 

dalam melaksanakan tugas bidang Seksi pemberdayaan keluarga 
sejahtera; 

Pasal 19· 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari : 
··i· : 

a. Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; 
b. Seksi Bina.Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia; 
c. Seksi Bina Ketahanan Remaja. 

' 

Pasal 18 ,.-·······- 

. 
m. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran_ pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 
n. merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan; 

o. melaksanakan_tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia 
dan rentan; 

· f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga 
sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 

g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga; 

h. ·Pemberian birnbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan 
ketahanan keluarga; 

1. · mengkoordinasikan · pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga dengan Bidang -· bidang lain dan Sekretaris; 

J. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

k. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf . Bidang Ketahanan dan 
· Kesejahteraan Keluarga serta meneruskan proses surat menyurat 

. kepada Kepala Dinas; 
1. mempersiapkan dan merumuskan program pengendalian Bidang 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

20 
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Keluarga Berencana. 

(2} Uraian Tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut 
U sia adalah : 
a.· membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

dalam melaksanakan tugas bidang Seksi Bina Ketahanan Keluarga, 
Balita, Anak dan Lanjut Usia; 

b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma,. standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak 
dan Lanjut Usia; 

c. menghimpun dan mempeJ.ajari Peraturan Perundang - undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dart Lan jut U sia; 

d. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Bina Ketahanan 
Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut U sia sesuai dengan rencana kerja 

I 

· yang ditetapkan: 

tugas lain yang· diberikan Kepala Bidang 1. rnelaksanakan tugas 

b. penyiapan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantaµan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera; 

c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan d.engan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
pemberdayaan keluarga sejahtera; 

d. menyusun langkah __ : langkah kerja / kegiatan Seksi pemberdayaan 

keluarga sejahtera sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; . 
e. mengarsipkan dan. memelihara dokumen admin.istrasi Seksi 

pemberdayaan keluarga sejahtera dalam berbagai bentuk sesuai 
dengan keperluannya; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi pemberdayaan keluarga 
sejahtera dengan Seksi lainnya; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi 
.. pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai dengan pedom.an kerja; 

h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; 
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------------- 

. f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja 
dengan Seksi lainnya; 

g. . mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi Bina 
Ket.ahanan Remaja sesuai dengan pedoman kerja; 

h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 
serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; 

1. · melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
K.eluarga Berencana. 

e. mengarsipkan dan memelihara. dokumen administrasi Seksi Bina 
Ketahanan Remaja dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

· keperluannya; 
.c, . 

Rernaja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 
! . :_:, . 

Keluarga Berencana. 
(3) Uraian Tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja adalah : 

a. membantu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
dalarn melaksanakan tugas bidang Seksi Bina Ketahanan Remaja; 

b. · penyiapan bahan pembinaan, pe~bimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja; 

c. menghim.pun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan ·- bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Bina Ketahanan Remaja; 

d. meny;usun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Bina Ketahanan 
I • !, 

tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

.. 
serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; 

i. melaksanakan · tugas 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Bina 
Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan· Lanjut Usia dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; · 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan 

Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia dengan Seksi-lainnya;. 
g. . mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi Bina 

Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan 
. pedoman kerja; 

h. menghimpun dan mempelajari perrnasalahan pelaksanaan tugas 
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( 1) Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur teknis yang dipimpin oleh 
seorapg. Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu . ; 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian 
Penduduk. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud _pe.da ayat (2) 
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan 

sistem informasi keluarga; 
b .. · pelaksanaan norma,. standar, prosedur dan kriteria dibidang 

pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga; 
c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga; 

d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 
daerah dalam :rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian 

penduduk; . 
.I;, \, 

f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk; 
g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian 

penduduk; 
. h. mengkeordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian 

· penduduk dengan Bidang - bidang lain dan Sekretaris; 

1. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

J. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Pengendalian Penduduk . 
serta meneru.skan proses surat menyurat kepada Kepala Dinas; 

k. mempersiapkan dan merumuskan program pengendalian Bidang 
Pengendalian penduduk; 

1. .. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 
saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 

m. · merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan; 

11. melaksanakan tugas - tugas lain yang dibeiikan Kepala Dinas. 

Pa.sal 20 

· Bagian Keenam 
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 
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·, 

serta · mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 

kepada Kepala Bidang; 

. rencana kerja yang ditetapkan; 
e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi 

pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk 
dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas . Seksi pemaduan · dan 
Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan Seksi 

-·lainnya;; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi 
pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk 
sesuai dengan pedoman kerja; 

h. rnenghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 

Kebijakan Pengendalian Penduduk; 
'·'··· 

b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan · pelaksanaan 
J.. 1 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan d.an evaluasi Pemaduan dan 'Singkronisasi Kebijakan 
Pengendalian Penduduk; 

. c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 
i . 

· Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan -- bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; 

;i. 

d. menyusun langkah - langkah kerja / · kegiatan Seksi pemaduan dan 
'Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk sesuai dengan 

·. ! I , 

melaksanakan tugas bidang Seksi pemaduan dan Singkronisasi 
' 

dalarn a. · membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 

Pasal 22 
(1) Uraian Tugas Kepala Seksi pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan 

Pengendalian Penduduk adalah : 

· Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari : 
. · · a. Seksi Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pen.gendalian · 

Penduduk; 
b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; 
c. Seksi Data dan Informasi. 

Pasal 21 
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melaksanakan tu.gas bidang Data dan Informasi: . . 

b. penyiapan . bahan pembinaan, pernbimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan tekn.is, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam 
pengumpulan Data serta penyajian Informasi; 

c. melaksanakan penghirnpunan data dalam . berbagai bentuk sesuai 
dengan keperluannya; 

dalam a. membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bidang; 

1. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan · Kepala Bidang 
Pengendalian Penduduk. 

(3) . Uraian Tugas Seksi Data dan Informasi adalah: 

1. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
Pengendalian Penduduk. 

(2) Uraian Tugas Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam 
me]aksanakan tugas bidang Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian 
Penduduk; 

b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian 

. Penduduk; 
.c. · menghimpun dan mempelajari Peraturan Peru~dang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan. dan Petunjuk Tekn.is serta bahan - bahan 
lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; 

d. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pemetaan 
Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai dengan rencana kerja _yang 
ditetapkan; 

e. · mengarsipkan dan . memelihara dokumen administrasi Seksi 

Pemetaan Perkiraan Pengend.alian Penduduk dalam berbagai bentuk 
sesuai dengan keperluannya; 

f. · mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemetaan Perkiraan . . 

Pengendalian Penduduk dengan Seksi lainnya; 
g.. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi 

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai dengan pedoman 
kerja; 

h. · menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas 
'· 
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·, 

(1) · Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakari sebagian 
tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlia.n dan kebutuhan; 

(2) Ke~ompok jabatan fungsional terdiri dari jurnlah tenaga fungsional dalam 
jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang 
keahliannya; 

Bagian Kedelapan 
KEJ.,OlVIPOK ,JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 24 

Pembentukan 'Nornenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana. 
Teknis akan .ditentukan dan ditetapkan denga.n Peraturan Bupati Tapanuli 
Tengah. · 

Bagian Ketujuh 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 23 

serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah 
kepada Kepala Bida.ng; 

k. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
Pengendalian Penduduk. 

J. 

. 
lainnya yang berhubunga.n dengan pedoman pelaksanaan tuga.s Seksi 

Data dan Informasi; 
· f. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Data da.n 

Informasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapka.n; 
· g. menga.rsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Data dan 

Informasi dalam berbaga.i bentuk sesuai dengan keperluannya; 
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi 

dengan Seksi lainnya; 
1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Pendayagunaan Seksi Data dan 

Informasi sesuai dengan pedoman kerja; 
menghimpun dan mempelajari permasalahan pela.ksanaan tugas 

/''" ~ 

. · d. menyajikan data informasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 

tugas; 
e. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan 

-, 

I• •' 
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Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Uraian · Togas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga 
Berencana dan "Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah 

\ 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal 27 

BAB 'V 

KE1'ENTUAN PENUTUP 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi 

wajib melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan hirarkhi Organisasi 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 26 

. 
. Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun 

satuan organisasi dalam . lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan 
instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing - masing. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dina, Sekretaris, Kepala Sup Bagian, 

Pasal 25 

BABlV 
TA.TA KERJA 

(3) Setiap Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud. ayat (2) 

dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh kepala Dinas; 
(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja; 
(.5) Jenis jenjang jabatan . Fungsional dan pembinaan terhadap tenaga 

fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 24 Februari 2017 

SEKRETARIS D~ KABUPATEN TAP.ANULI TENGAH, 

\~ / 
HENQRIS~L~BING 

r BERITA DAERAH KABtlPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 6 \.. 

BUKIT TAMBUNAN 

ttd --- ( 

Pj. BUPA,~TAPANULITENGAH 

Ditetapkan di Pandan 
pa.da tanggal 23 Februari 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal 29 
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